PERSETUJUAN
ANTARA
REPUBLIK INDONES;A

. DAN
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NGELAKAN PAJAK
AN DENGAN
NGHASILAN

YANG BERKENA
PAJAK ATAS PE

. berhasrat untuk membuat sua)y

an,
2 Yang d.‘anggap sebagaj pajak atag Penghasilan adalah pajak yang dikenakan alas
lota) Penghasilan atay alas unsur-unsyy peng'hasiian, termasuk Pajak-pajak atag keuntungan
dari Pengalihan harg bergerak alay lidak bergerak Serla pajak alag upah atay gaji yang
' dibayarkan oleh Perusahaan, _
3 Perse[ujuan ini, khususnya, diterapkan terhadap péjak-pajak yang berlaky Sekarang
ini, yaity: _ )
a)  dalam ha Portugal:

() Pajak pengh‘asilan Perorangan (

Imposio sobre ¢ Rendimenio das
Pessoas Singulares .- IRS); : i
(ii) Pajak Peénghasilan badan (Imposto sobre ¢ Rendimento das Pessogs
4 " Coleclivag — IRC);
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(i) Pajak lambahan alas pajak penghasilan badan (Derrama)
(selanjulnya disebut "pajak Portugal’);

dalam hal indonesia:
pajak penghasilan,
(selanjulnya disebul “pajak Indonesia™).

4, Perselujuan ini berlaku pula terhadap pajak-pajak yang serupa alau yang pada
dasarnya sama yang diberlakukan selelah penandatanganan Perselujuan ini sebagai
tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang sekarang ini berlaku.
Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan-saling
memberitahukan setiap perubahan subslansial yang terjadi dalam undang-undang
perpajakan negara mereka.

Pasal 3
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Untuk kepentingan Perselujuan ini, kecﬁali jika dari hubungan kalimatnya harus
diarlikan lain:

a)

Istilah "Portugal® berarli Republtk Perlugal yang berada di wilayah Eropa,
kepulauan Azores dan Madeira, wilayah lautan dan wilayah lainnya, yang
menurut perundang-undangan Portugal dan hukum internasional, Porlugal
memiliki hak kedaulalannya sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya alam dasar laut dan lapisan tanah seria perairan dialasnya;

istitah “Indonesia” meliputi wilayah Republik Indonesia seperli dirumuskan di
dalam perundang-undangannya termasuk bagian-bagian dari landas kontinen
dan wilayah laut yang berdampingan, di mana Republik Indonesia mempunyai
kedaulalan, hak-hak berdaulat atau yuridikasi sesual dengan hukum
internasional;

Istilah “Negara Pihak pada Persetujuan" dan "Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan® berarti Porlugal atau Indonesia lerganiung dari 'hubungan
kalimalnya; . )
Istilah Zorang/badan” melipuli orang pribadi, perusahaan, dan setiap kumpulan
dari orang-drang danfalau badan-badan;,

Istilah "perusahaan” berarli seliap badan hukum aiau lembaga lainnya yang
unluk kepentingan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;

istilah “perusahaan dari sualu Negara Pihak pada Perselujuan” berarti suatu
perusahaan yang difatankan oleh pencduduk suatu Negara Pihak pada
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Perselujuan dan “perusahaan dori Negara Pihak lainnya pada Perselujuan”
berarti sualu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak
lainnya pada Perseltujuan;

g) istilah “alu lintas internasional” berarli setiap pengangkutan dengan kapal lautl
alau pesawal udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari sualu Negara
Pihak pada Perselujuan, kecuali jika kapal laul alau pesawal udara tersebul
semala-mata dioperasikan di antara lempal-tempat di Negara Pihak lainnya
pada Perselujuan;

h) Islitah "pejabat yang berwenang” berarti:

() dalam hal Portugal: Menteri Keuangan, Direklur Jenderal Pajak (Director-
Geral dos Imposlos) alau wakilnya yang sah;

(i)  dalam hal Indonesia: Menleri Keuangén atau wakilnya yang sah;
i) istilah “warganegara” berarti;

{iy setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan pada suatu Negara
Pihak pada Perselujuan;

(i) seliap badan hukum, perseku’tuan. dan perkumpulan yang mendapatkan
slalus kewarganegaraannya berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku ci suatu Negara Pihak pada Persetujuan.

2. Unluk kepenlingan penerapan Perselujuan pada sualu saal oleh suatu Negara Pihak
pada Perselujuan, seliap istilah yang tidak didefinisikan dalam Persetujuan ini, kecuali jika
dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, mempunyai arli pada saal itu yang sesuai
dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Perselujuan yang berkenaan dengan
pajak-pajak di mana Perselujuan ini berlaku, seliap arti menurut perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di'Negara Pihak pada Persetujuan tersebut mengalahkan adi dari
islitah tersebut menurut perundang-undangan lain di Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal4‘
PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah “penduduk suatu Negara Pihak pada

Persetujuan® berarti seftiap orang/badan yang, menurut  perundang-undangan Negara

lersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat
kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya
serupa, dan termasuk juga Negara lersebut dan bagian ketalanegaraan alau pemerintah
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daerahnya. Namun, istitah ini lidak mencakup orang/badan yang dapal dikenakan pajak
hanya atas penghasilan yang bersumber di Negara tersebut,

2.

3.

1.
usaha letap di mana seluruh alau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan.

2.

Apabila berdasarkan kelentuan-kelentuan dalam ayat 1 orang pribadi menjadi
penduduk pada kedua Negara Pihak pada Perselujuan, maka slalusnya akan dilentukan

sebagai berikul:

a) ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia

b) jika Negara Pihak pada Perselujuan yang menjadi pusat kepentingannya lidak

Apabila berdasarkan ketenluan-ketentuan ayat 1 sualu badan menjadi penduduk
pada kedua Negara Pihak pada Persetujuan, maka badan tersebut akan dianggap sebagat
penduduk di Negara di mana lempat kedudukan manajemennya berada.

o

mempunyai tempat tinggal tetap; jika ia mempunyai lempat tinggal tetap di
kedua Negara Pihak pada Perselujuan, ia akan dianggap sebagai penduduk
Negara Pihak pada Perselujuan di mana ia mempunyai hubungan-hubungan
pribadi dan ekonomi yang lebih eral (lempat yang menjadi pusat perhatiannya),

dapat ditentukan atau jika ia lidak mempunyai tempat tinggal tetap, ia akan-
dianggap sebagai penduduk -Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia
mempunyai lempal yang biasa ia-gunakan uniuk berdiam;

c) jika ia mempunyai lempal kebiasaan berdiam 'di kedua Negara Pihak pada
Perselujuan alau sama sekali lidak mempunyainya di salah salu Negara
lersebul, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak pada Perselujuan
di mana ia menjadi warganegaranya;

d) jika ia mempunyai kewarganegaraan-di kedua Negara Pihak pada Perselujuan
atau sama sekali tidak mempunyainya di salah sailu Negara lersebul, pejabal-
pejabal yang berwenang dari kedua Negara akan berusaha memecahkan
masalah ini melalui perselujuan bersama.

Pasal 5
BENTUK USAHA TETAP

Untuk kepeptingan Persetujuan ini, islifah “bentuk usaha tetap” berarli sualu tempal

Istilah "beniuk usaha tetap” terutama melipuli:

a) suatu tempat kedudukan manajemen;
b) suatu cabang;
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sualu kantor,

suatu pabrik;

suatu bengkel;

sualu gudang atau tempal yang digunakan uniuk oullet penjualan;

suatu pertanian atau perkebunan;

sualu lambang, sumur minyak alau gas bumi, lempat penggalian atau tempal
pengambilan sumber daya alam ainnya;

anjungan pengeboran, alau kapal kerja yang digunakan untuk eksplorasi atau
eksploitasi sumber daya alam.

Istilah “bentuk usaha tetap” juga melipuli:

a) sualu bangunan, konstruksi, proyek perakitan alau proyek instalasi atau
kegiatan penyeliaan yang berhubungan dengannya, letapi hanya apabila
bangunan, proyek, alau kegiatan tersebut ber|angsuhg untuk masa lebih dari 6
{enam) bulan; '

pemberian jasa-asa, termasuk jasa konsullasi, yang dilakukan oleh sualu
perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan unluk lujuan
lersebut, letapi hanya apabila kegialan-kegialan tersebut berlangsung di
Negara Pihak lainnya pada Perselujuan (dalam proyek yang sama alau yang
berhubungan) unluk sualu .masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari
183 (seratus delapan puluh tiga) hari'dalam periode 12 (dua belas) bulan.

-

4, Menyimpang dari ketenlvan-kelenluan sebelumnya dari- Pasal ini, istifah “bentuk
usabha telap” dianggap lidak mencakup: '

a) penggunaan fasilitas-fasililas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan
alau memamerkan barang-barany alau barang dagangan milik perusahaan;

pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan semala-mata dengan maksud unluk disimpan, dipamerkan atau
dikirim;

pengurusan sualu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik
perusahaan semata-mata dengan maksud unluk diolah oleh perusahaan lain;

-

pengurusan sualu lempal usaha telap semala-mata dengan maksud unluk
melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk
mengumpulkan informasi, bagi keperluan perusahaan;

e o % TATR e R ¥ b
o

W BN e F U yann ARSI 4 ey bk S s,




pengurusan sualu {empal usaha lelap semata-mala dengan maksud untuk
melakukan kegiatan-kegialan lainnya yang bersilal sebagai kegialan persiapan
atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan;

pengurusan sualtu lempal usaha lelap semala-mata dengan maksud untuk
melakukan gabungan kegiatan-kegialan seperli disebutkan pada sub-ayat a)
sampai dengan sub ayal e), sepanjung kegiatan-kegialan leinpal usaha {elap
yang merupakan hasil penggabungan ladi bersifat sebagai kegialan persiapan
atau kegiatan penunjang.

5. Menyimpang dari kelentuan-ketenluan ayal 1 dan 2, apabila orang/badan — kecuali
agen yang berkedudukan bebas di mana ayal 6 dapat diberlakukan — bertindak di suatu”
Negara Pihak pada Perselujuan mempunyai dan biasa menjalankan wewenang untuk
menulup konirak-konlrak alas nama perusahaan tersebul, maka perusahaan tersebut
dianggap memiliki benluk usaha tetap di Negara yang disebutkan perlama sehubungan
dengan kegialan-kegiatan yang dilakukan. oleh orang/badan lersebut kecuali kegiatan-
kegiatan tersebul hanya terbatas pada hal yang dimaksud dalam ayal 4 yang, jika dilakukan
melalui suatu lempat usaha tetap, lidak akan membuat tempat usaha tetap tersebut menjadi
sualu bentuk usaha telap berdasarkan kelentuan-keientuan dalam ayat tersebut,

6. Sualu perusahaan dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap
mempunyai sualu benluk usaha telap di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan hanya
semala-mata karena perusahaan lersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya
tersebul melalui makelar, agen komisioner umuln, atau agen lainnya yang berkedudukan

bebas, sepanjang orang/badan lersebut berlindak dalam rangka kegiatan usahanya yang
lazim. . ' '

7. Bahwa sualu perusahaan yang merupakan penduduk sualu Negara Pihak pada
Perselujuan menguasai alau dikuasai oleh perusahaan yang merupakan penduduk Negara
Pihak lainnya pada Perselujuan, atau yang menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya
tersebut (baik melalui benluk usaha tetap maupun dengan cara l2in), tidak dengan sendirinya
mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan benluk usaha tetap dari
perusahaan lainnya,

Pasal 6 -
“PENGHASILAN DARI HARTA TIDA}'( BERGERAK

1. Penghasilan yang diperoleh penduduk sualu Negara Pihak pada Perselujuan dari
harla tidak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian dan kehutanan) yang berada di
Negara Pihak lainnya pada Perselujuan dapal dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya
tersebut.
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2. Islilah "harla lidak bergerak” mempunyai arli sesuai delfgan perundang-undangan
Negara Pihak pada Perselujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebul
mencakup benda-benda yang menyerlai hara lidak bergerak, ternak dan peralatan yang
dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam
perundang-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut
hasil alas harla lidak bergerak, dan hak alas pembayaran-pembayaran telap alau lak letap
sebagal pengganlian alas pengerjaan, alau hak unluk mengerjakan, kandungan mineral dan
sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut, perahu, dan pesawat udara tidak dianggap
sebagai harta lidak bergerak.

3. Ketenluan-kelentuan dalam ayat 1 berlaku pula lerhadap penghasilan yang diperoleh

dari penggunaan secara langsung, penyewaan, alau benluk lain penggunaan harla lidak
bergerak.

4. Kelentuan-ketentuan datam ayal 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari
harta tidak bergerak sualu perusahaan dan-lerhadap penghasilan dari harta lidak bergerak
yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas.

5. Kelentuan-ketenluan di alas berlaku pula terhadap penghasilan dari harta gerak, atau
penghasilan yang timbul dari jasa sehubungan dengan penggunaan alau hak untuk
menggunakan harta tak gerak, menurut perundang-undangan perpajakan Negara Pihak
pada Persetujuan di mana harta lersebut berada, yang terkait dengan penghasilan dari harla
tak gerak.

[l

Pasal 7
LABA USAHA

1. Laba perusahaan dari sualu Negara Pihak pada Perselujuan hanya akan dikenakan
pajak di Negara lersebut kecuali jika perusahaan tersebul menjalankan usahanya di Negara
Pihak lainnya pada Perselujuan melalui suatu benluk usaha tetap yang berada di sana.
Apabila perusahaan tersebut-menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, maka
alas laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tetapi hanya
atas bagian laba yang berasal dari bentuk usaha telap tersebut.

2. Dengan memperhal:kan kelentuan-kelentuan dalam ayal 3, jika suatu perusahaan
dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan melalui suatu benluk usaha telap yang berada di sana, maka yang akan
diperhitungkan sebagai laba benluk usaha lelap tersebut oleh masing-masing Negara Pihak
pada Persetujuan ialah laba yang diperolehnya seandainya bentuk usaha tetap tersebut
merupakan sualu perusahaan lersendiri dan terpisah yang melakukan kegiatan-kegiatan
yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan
yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersehut.
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3. Dalam lﬁenenlukan besarnya laba sualu benluk usaha letap, dapal dikurangkan

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegialan usaha bentuk usaha tetap tersebut

termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya.administrasi umum, baik yang dikeluarkan di

Negara di mana bentuk usaha telap lersebul berada maupun yang dikeluarkan di tempatl

lain. Namun demikian, tidak diperkenankan unluk dikurangkan biaya-biaya, jika ada, yang

dibayarkan (selain pengganiian terhadap biaya-biaya yang benar-__benar terjadi) oleh bentuk

usaha letap kepada kantor pusalnya alau hantor-kanlor lain milik kanlor pusalnya, dalam

benluk foyalli, ongkos, atau pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan

palen alau hak-hak lainnya, atau dalam benluk komisi untuk jasa-jasa terlenlu atau untuk

manajemen, atau, kecuali pada perusahaan perbankan, dalam bentuk bunga atas vang yang

dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap lersebul. Demikian pula, tidak perlu diperhitungkan
dalam penentuan laba suatu benluk usaha tetap, jumlah yang dilagihkan (selain penggantian

lerhédap biaya-biaya yang benar-benar lerjadi) oleh bentuk usaha tetap kepada kanlor

pusalnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusalnya, dalam bentuk royalti, ongkos, atau

pembayaran serupa lainnya sehubungan dengan penggunaan palen alau hak-hak {ainnya,

atau dalam benluk komisi untuk jasa-jasa tertentu atau untuk manajemen, atau, kecuali pada

perusahaan perbankan, dalam benluk bunga atas uang yang dipinjamkan kepada kanlor
pusalnya atau kantor-kanlor lain milik kantor pusainya.

4, Sepanjang merupakan kelaziman di salah salu Negara Pihak pada Perselujuan untuk
menelapkan besarnya laba yang dapal dianggap berasal dari sualu benluk usaha telap
dengan cara menentukan bagian laba dari lolal laba perusahaan dengan berbagai
komponennya, ketentuan-ketenluan dalam ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak
pada Perselujuian lersebut untuk menenlukan besarnya faba akan yang dikenakan pajak
berdasarkan pembagian yang merupakan kelaziman tersebut. Namun cara pembagian
tersebut harus sedemlkian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Pasal ini.

5. Sualu benluk usaha telap lidak akan“dianggap memperoleh laba hanya karena
benluk usaha letap tersebut melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan
untuk perusahaan induknya.

6. Unluk kepenlingan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba benluk usaha tetap harus
ditentukan dengan melode yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika lerdapat alasan yang
kuat dan cukup unluk metakukan penyimpangan.

7. Apabila laba usaha mencakup bagian-bagian peﬁghasilan yang diatur terpisah di
Pasal-Pasal lain dari Perselujuan ini, maka kelenluan-ketenluan dalam Pasal-Pasal tersebut

lidak akan mempengaruhi ketenluan-kelentuan dalam Pasal ini.

-
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: Pasal B
) PELAYARAN DAN PENERBANGAN

1. Laba perusahaan dari Negara Pihak pada Perselujuan yang berasal dari
pengoperasian kapal-kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu linlas internasional
hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebul.,

2. Ketentuan-kefenluan dalam ayat 1 berlaku pula lerhadap laba yang berasal dari
penyertaan dalam sualu gabungan perusahaan, usaha bersama, atau perwakilan unluk
kegiatan inlernasional.

3. Apabila perusahaan dari Negara lain melakukan usaha pengangkutan udara
bersama-sama dalam bentuk konsorsium, ketentuan pada ayat 1 akan diterapkan terhadap
. bagian keuntungan konsorsium tersebut yang berasal dari partisipasi pada konsorsium
‘ lersebul oleh perusahaan yang imerupakan penduduk Negara Pihak pada Persetujuan.

Pasal 9
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMILIKI ~
HUBUNGAN ISTIMEWA

Apabila:

a) sualu perusahaan dari- sualu Negara Pihak pada Perselujuan turut
berpartisipasi secara langsung matlipun lidak langsung dalam manajemen,
pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan, alau '

Y IR

L,

b) terdapat orang/badan yang sama.yang lurut berpartisipasi secara langsung
maupun lidak langsung dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu
perusahaan dari 'Negara Pihak pada Perselujuan dan sualu perusahaan dari
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,
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dan dalam tiap kasus di alas, terdapatl kondisi-kondisi yang dibuat atau diberlakukan di
anlara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagang alau hubungan keuangan
mereka yang berbeda dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan
yang mempunyai kedudukan bebas, maka atas laba yang, Karena kondisl-kondisi tadi,
tidak diakui, dapat ditambahkan pada laba perusahaan lersebut dan dikenakan pajak.

oY)

FNy

2. Apabila suatu Negara bihak pada Perselujuan, berdasarkan ketenluan ayat 1,
mencantumkan laba suaiv perusahaan dari Negara lersebut dan mengenakan pajaknya —
padahal alas laba tersebut, perusahaan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan lelah
dikenakan pajak di Negara Rihak lainnya lersebut dan laba yang dicantumkan tadi adalah
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laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan Negara yang disebutkan pertama
seandainya kondisi-kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan
kondisi-kondisi yang dibuat oleh pthak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka
Negara Pihak lainnya lersebut akan membual penyesuaian seperlunya lerhadap jumlah
pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebul. Dalam melakukan penyesuaian tersebut,
keleniuan-kelenluan lain dari Persetujuan ini lelap harus diperhalikan,

Pasal 10
DIVIDEN

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan yang merupakan penduduk suatu
Negara Pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan
dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut. )

2. Namun demikian dividen itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Persetujuan di mana perseroan yang merhbayarkan dividen lersebul berkedudukan dan
sesuai dengan perundang-undangan Negara lersebut akan lelapi apabila pemilik
sesungguhnya dari dividen tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan, maka pajak yang dikenakan lidak melebihi 10 persen dari jumlah bruto dividen.
Pihak berwenang dari Negara Pihak pada Perselujuan akan menetapkan cara penerapan
pembalasan ini melalut persetujuan bersama.

"Ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak alas laba perusahaan dari mana dividen

berasal. . -

3. Istilah “dividen" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarli penghasilan dari
saham, saham "jovissance" alau hak jouissance, saham pertambangan, saham pendiri alau
hak-hak lainnya, tetapi yang bukan merupakan surat-surat tagihan piutang, yang berhak atas
pembagian laba serla penghasilan dari hak-hak berseroan lainnya yang pengenaan pajaknya
diperlakukan sama dengan penghasilan dari saham oleh perundang-undangan Negara di
mana perusahaan menjadi penduduknya. Istilah ini termasuk pula keunlungan yang berasal
dari kesepakatan alas pembagian laba.

4. Kelentuan-ketenluan dalam ayal 1 dan 2 lidak beraku jika penerima dividen adalah
pemilik saham yang menikmati dividen lersebul yang merupakan penduduk dari suatu
Negara Pihak pada Perselujuan, melakukan kegialan usaha di Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan di mana perusahaan pembayar dividen menjadi penduduk melalui sualu bentuk
usaha letap yang berada di sana, alau menjalankan pekerjaan bebas di suatu tempat usaha
letap yang berada di sana, dan kepemilikan saham yang menghasilkan dividen tersebut
mempunyai hubungan efeklif dengan bentuk usaha letap atau lempat usaha tetap ladi.
Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 alau
Pasal 14 akan berlaku. .
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i 5, Menyimpang dari kelentuan-kelentuan lainnya dalam Perselujuan ini, apabila svalu
perseroan yang berkedudukan di sualu Negara Pihak pada Perselujuan mempunyai benluk
usaha telap di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, maka keuntungan bentuk usaha
tetap lersebutl dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu berdasarkan undang-undangnya,
namun pajak tambahan tersebut tidak akan melebihi 10 persen dart jumiah keuntungan
selelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang
dikenakan di Negara lain lersebul.

P
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6. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini lidak akan mempengaruhi kelentuan
yang terdapal dalam setiap konlrak bagi hasil dan konlrak-kontrak karya (atau kontrak
lainnya yang serupa) mengenai sektor minyak dan gas bumi alau seklor petambangan
lainnya yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan pemerintahnya, perusahaan
minyak dan gas milik negara, atau badan-badan lainnya yang merupakan penduduk Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan.

7. Apabila suatu perusahaan yang merupakan pénduduk sualu Negara Pihak pada
Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan,
Negara Pihak lainnya tersebut lidak dapat mengenakan pajak alas dividen yang dibayar oleh
perusahaan lersebul, kecuali sepanjang dividen tersebul dibayarkan kepada penduduk
Negara Pihak lainnya tersebut alau sepanjang kepemilikan saham yang menghasilkan
dividen lersebut mempunyai hubungan efektif dengan benluk usaha tetap alau lempal usaha
lelap yang berada di Negara Pihak lainnya tersebut, dan juga Negara Pihak lainnya tersebut

¢ lidak dapat mengenakan pajak atas laba yang tidak dibagikan meskipun dividen yang
N dibayarkan atau laba yang lidak dibagikan lerdiri dari laba atau penghasilan yang seluruhnya
. : atau sebagiannya timbul di Negara Pihak lainnya lersebut.
‘ ‘ Pasal 11
] BUNGA
1. Bunga yang berasal dari sualv Negara Pihak pada Perselujuan dan dibayarkan

kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan tersebut.

P TECETEL

s

i 2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
¢ Perselujuan tempat bunga itu berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara
tersebut, akan tetapi apabila penerima (pemberi pinjaman yang menikmati bunga itu), adalah
) penduduk Negara Pihak lainnya pada Persetujuan maka pajak yang dikenakan tidak akan

melebihi 10 peréen dari jumlah bruto bunga.
. Pihak berwenang dari Negara Pihak pada Perselujuan akan menetapkan cara penerapan
d. pembatasan ini melalui persetujuan bersama.
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3. Menyimpang dari ketentuan-ketenluan: dalam ayal 2, bunga yang limbut di sualu
Negara Pihak pada Perselujuan dan dilerima oleh Pemerintah Negara Pihak lainnya pada
Persetujuan termasuk pemerinlah daerahnya, bagian kelatanegaraannya, Bank Senlral, alau
lembaga keuangan yang dikuasai oleh Pemerintah tersebut, yang seluruh modainya dimiliki
oleh Pemerinlah tersebut, sebagaimana yang dapat diselujui dari wakiu ke waklu oleh

_pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Perselujuan, akan dibebaskan dari

pengenaan pajak di Negara yang disebutkan perlama.

4, Istilah “bunga” yang digunakan dalam Pasal ini berarli penghasilan dari semua jenis
tagihan hutang, baik yang dijamin dengan hipolik maupun yang tidak dan khususnya
penghasilan dari surat-surat perbendaharaan Negara dan sural-sural obl19351 atau.surat-
surat hulang, lermasuk premi dan hadiah yang terikal pada surat-surat berharga, obligasi
alau surat-surat hutang tersebut. Sanksi denda karena pembayaran terlambat tidak akan
dianggap sebagai bunga untuk tujuan Pasal ini.

5. Ketentuan-kelenluan ayat 1 dan ayal 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman
yang menikmali bunga tadi berkedudukan di sualu Negara Pihak pada Persetujuan,
melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan di mana tempat bunga
itlu berasal melalui sualu benluk telap yang berada di sana, alau menjalankan pekerjaan
bebas di Negara lainnya melalui sualu tempat telap yang berada di sana, dan tagihan hutang
yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efeklil dengan bentuk usaha telap
alau tempat letap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, berlaku ketenluan-
kelentuan Pasal 7 atau Pasal 14. ’

6. Bunga dianggap berasal dari sualu Negara Pihak pada Perselujuan apabila yang
membayarkan bunga adalah Negara ilu sendiri, pemerintah daerahnya, atau pénduduk
Negara tersebut. Namun demikian. apabila orang alau badan yang membayar bunga itu,
lanpa memandang apakah ia penduduk sualu.Negara Pihak pada Persetujuan atau tidak,
mempunyai benluk usaha telap atau tempat lelap di suatu Negara Pihak pada Perselujuan di
mana bunga yang dibayarkan menjadi beban benluk usaha tetap alau lempal {elap lersebut,
maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak pada Persetujuan di mana bentuk
usaha lelap alau lempat letap itu berada.

7. Jika karena alasan adanya hubungan khusus antara pembayar bunga dengan pemilik
yang menikmali bunga alau anlara keduanya dengan orang alau badan lain dengan
memperhatikan besarnya tagihan hutang yang menghasilkan bunga itu, jumlah bunga yang
dibayarkan melebiki jumiah yang seharusnya disetujui anlara pembayar dan pemilik yang
menikmali bunga seandainya hubungan khusus itu lidak ada, maka kelenluan-ketentuan
Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumiah
kelebihan pembayaran tersebut akan telap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-
undangan masing-masing Negara Pihak pada Perselujuan, dengan memperhalikan
ketentuan-kelentuan lainnya dalam Perselujuan ini,




Pasal 12
ROYALT!

1. Rovalli yang berasal dari Negara Pihak pada Perselujuan dan dibayarkan kepada
penduduk dari suatu Negara lainnya pada Perselujuan dapal dikenakan pajak di Negara lain
lersebul. _

2, Namun demikian royalli lersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak pada
Perselujuan dimana royalli ilu berasal sesuai dengan perundang-undangan Negara ilu, tetapi
apabila penerima royalli ilu adalah pemilik hak yang menikmali royalti itu, maka pajak yang
dikenakan tidak melebihi 10 persen dari jumlah brulo royalti tersebut. -
Pihak berwenang dari Negara Pihak pada Perselujuan akan menelapkan cara penerapan'
pembalasan ini melalui perselujuan bersama.

3. Istiah “royalti” yang dimaksud dalam Pasal ini berarli pembayaran-pembayaran
dalam bentuk apapun yang dilerima karena penggunaan, atau hak untuk menggunakan, atau
penjualan setiap hak cipla kesusasteraan,-kesenian atau karya ilmiah termasuk film-film
bioskop, alauv film-film alau pita atau video rekaman yang digunakan untuk siaran radio alau
televisi, setiap hak palen, merk dagang, desain alau model, rencana, rumus rahasia atau
cara pengolahan atau karena penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri,
perdagangan atau ilmu pengelahuan. alau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang
“industri, perdagangan alau iimu pengetahuan.

4. Kelentuan-kelentuan ayal 1 dan ayat 2 lidak berlaku, apabila pihak yang memiliki hak
menikmali, yang merupakan penduduk suatu NeJara Pihak pada Perselujuan, menjalankan
usaha di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan di mana royalti berasal, melalui sualu
benluk usaha telap yang berada di sana, atau melakukan sualu pekerjaan bebas di Negara
lainnya itu melalui suatu lempal tetap dan hak atau benda yang menghasilkan royalli ilu
mempunyai hubungan yang elektif dengan benluk usaha telap, atau lempat letap. Dalam hal
demikian Kelenluan Pasal 7 alau Pasal 14 akan berlaku.

5. Royalli dapat dianggap berasal dari Negara Pihak pada Perselujuan apabila
pembayarnya adalah Negara ilu sendiri, pemerinlah daerah, atau penduduk dari Negara
tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayarkan royalti itu, tanpa
memandang apakah ia penduduk sualu Negara Pihak pada Persetujuan atau bukan,
memiliki benluk usaha telap alau tempal tetap'di sualu Negara Pihak pada Perselujuan di
mana kewajiban membayar royalli timbui, dan royalti ersebut menjadi beban bentuk usaha
tetap atau tempat+etap tersebut, maka royalti ilu diangg'ap berasal dari Negara di mana
bentuk usaha tetap alau lempat letap itu berada.

6. Jika karena alasan adarya hubungan khusus antara pembayar dengan pemilik hak
yang menikmati atau anlara kedua-duanya dengan orang/badan lain, berkenaan dengan
penggunaan hak atau keterangan yang mengakibatkan pembayaran itu, jumiah royalti yang
dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakali oleh pembayar dan pemilik
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hak dalam hal lidak ada hubungan khusus, maka kelenluan-kelentuan Pasal ini hanya akan
berlaku lerhadap jumlah yang disebul terakhir, Dalam hal demikian, jumlah kelebihan
pembayaran lersebut akan letap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan
masing-masing Negara Pihak pada Perselujuan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

Pasal 13
KEUNTUNGAN DAR! PEMINDAHTANGANAN BENDA

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak pada Perselujuan dari_'
pemindahtanganan benda tak bergerak, sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di
Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya
tersebut.

2. Keuniungan dari pemindahtanganan benda bergerak yang merupakan bagian
kekayaan suatu bentuk usaha letap yang dimiliki oleh perusahaan dari Negara Pihak pada
Perselujuan di Negara Pihak lainnya pada Perseiujuan alau dari benda bergerak yang
merupakan bagian dari suatu tempat telap yang tersedia bagi penduduk sualu Negara Pihak
pada Perselujuan di Negara Pihak fainnya pada Persetujuan unluk maksud melakukan
pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap ilu
(tlersendiri alau keseluruhan perusahaan) alau tempat telap, dapat dikenakan pajak di
Negara Pihak lainnya tersebult,

’

. E .
3. Keuntungan yang diperoleh penduduk sualu Negara Pihak pada Persetujuan dari
pemindahlanganan kapal laut atau pesawal udara yang beroperasi di jalur lalulinlas

internasional atau benda bergerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat
udara hanya dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.

4. Keunlungan dari pemindahtanganan benda lainnya, kecuali yang disebut pada ayal-
ayal 1, 2, dan 3, hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak pada Persetujuan di mana
orang/badan yang memindahkan benda itu berkedudukan.

Pasal 14
PEKERJAAN BEBAS
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak pada Persetujuan
sehubungan dengan jasa-jasa profesional alau pekerjaan bebas lainnya hanya akan
dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam keadaan sebagai berikut, maka penghasilan
tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lain pada Persetujuan: :

’
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apabila ia mempunyai sualu tempal lelap yang tersedia secara leralur baginya
uniuk menjalankan kegiatan-kegialan * di Negara Pihak lainnya pada
Perselujuan, dalam hal ini hanya sebesar penghasilan yang berasal dari lempat
tetap itu dapat dikenakan Pajak di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan
tersebut; atau

ia berada di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan selama sualu masa alau
masa-masa yang melebihi 183 hari dalam masa dua belas bulan; dalam hal ini
hanya sebesar penghasilan yang timbu! dari kegiatan yang diberikan di Negara
Pihak lainnya pada Perselujuan itu dapal dikenakan pajak di Negara Pihak
lainnya pada Perselujuan,

2. Islilah "jasa-jasa professional” terutama melipuli kegiatan-kegiatan di bidang ilmu
pengelahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan atau pengajaran yang dilakukan secara
independen, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokler, ahli
teknik, ahli hukum, dokler gigi, arsitek dan akuntan,

Pasal 15
PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

1. Dengan memperhalikan kelenluan-kelentuan Pasal-Pasal 16, 18, 19, dan 20, gaji,
upah dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk sualu Negara Pihak pada
Perselujuan karena pekerjaan dalam hubungan kerfé hanya akan dikenakan pajak di Negara
itu, kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan. Dalam

hal demikian, maka imbalan yang dilerima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di
Negara Pihak lainnya ilu. ’ .

2. Menyimpang dari kelenluan-kelentuan ayat 1, imbalan yang dilerima atau diperoleh
penduduk dari sualu Negara Pihak pada Perselujuan dari pekerjaan yang dilakukan di

Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang
disebut pertama apabila:

a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau
masa-masa yang jumiahnya lidak melebihi 183 hari dalam masa 12 bulan yang
dimulai dan berakhir dalam tahun lakwim yang bersangkulan; dan
imbalan itu dibayarkan oleh, atau alas nama pemberi kerja yang bukan
merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan

"imbalan itu tidak menjadi beban benluk usaha letap atau tempat tetap yang
dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pthak lain tersebut.
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3. Menyimpang dari kelentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang

diperoleh karena pekejaan yang dilakukan di alas kapal laut atau pesawal udara yang

dioperasikan dalam jalur lalu linlas Inlernasional oleh suatu perusahaan dari'satu Negara
" Pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebul.

Pasal 16
IMBALAN UNTUK DIREKTUR

1. Imbalan para direklur dan pembayaran-pembayaran serupa fainnya yang diperoleh
penduduk Negara Pihak pada Perselujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan.
direksi suatu perusahaan atau badan pengawas atau bagian perusahaan lainnya yang
serupa yang merupakan penduduk sualu Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dapat
dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

2. Imbalan yang diperoleh ‘para direklur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari
perusahaan sehubungan dengan pekerjaan yang bersifat manajerial alau teknis sehari-hari
dapat dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15.

Pasal 17
ARTIS DAN OLAHRAGAWAN

1. Menyimpang dari kelenluan-kelenluan Iéasal-Pasal 14 dan 15, penghasilan yang
diperoleh penduduk dari Negara Pihak pada Perselujuan sebagai arlis seperti arlis teater,
film, radio atau televisi alau pemain musik atau sebagai olahragawan, dari kegiatan-kegiatan

pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya pada Perselujuan dapat dikenakan pajak
di Negara lainnya tersebul. '

2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan
oleh arlis atau allit tersebut diterima bukan oleh arlis atau atlit itu, sendiri letapi oleh orang
alau badan lain, menyimpang dari kelentuan-ketenluan Pasal 7, 14 dan 15, maka
"penghasilan lersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak pada Perselujuan dimana
kegialan-kegiatan arlis atau allit itu dilakukan.

3. Menyimpang dari kelentuan-ketenluan dalam-ayat 1 dan 2, penghasilan yang
diperoleh dari kegiatan-kegialan sebagaimana dimaksud dalam ayal 1 yang dilakukan
berdasarkan suatu pengaluran alau persetujuan kebudayaan anlara kedua Negara Pihak
pada Perselujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak 'pada Persetujuan di mana
kegiatan tersebut dilakukan.
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. Pasal 18
PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA

Dengan memperhalikan kelenluan-kelenluan dalam Pasal 19 ayal 2, pensiun atau
imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara Pihak pada
Perselujuan sehubungan déngan pekeraan alau jasa-jasa dalam hubungan kerja di Negara
Pihak lainnya di masa lalu hanya akan dikenakan pajak di Negara tersehut.

Pasal 19
PEGAWAI PEMERINTAH

1. a) Imbalan, selain pensiun, yang dibayarkan oleh sualu Negara Pihak pada
Perselujuan, alau bagian ketatanegaraannya, atau pemerinlah daerahnya,
kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada
Negara lersebul alau bagian kelalanegaraannya atau pemerintah daerahnya
hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebul.

b) Namun demikian, imbalan lersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara
Pthak lainnya pada Persetujuan jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara
Pihak lainnya tersebut dan orang pribadi tersebul adalah penduduk Negara
Pihak lainnya lersebul yang:

() ~mempunyai kewarganegaraan di Negara Pihak lainnya tersebut; atau
(i) tidak menjadi penduduk Negara Pihak lainnya tersebut semala-mata
dengan lyjuan untuk melakukan jasa-jasa ladi,

2. a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yangl dibentuk oleh,
sualu Negara Pihak pada Perselujuan atau bagian kelatanegaraannya alau
pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa
yang diberikan kepada Negara tersebut atau bagian ketatanegaraannya atau
pemerinlah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara lersebut.

b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara
Pihak lainnya pada Persetujuan jika orang pribadi tersebut adalah penduduk
dan warganegara dari Negara Pihak lainnya lersebut.

3 Kelenluan-ketentuan dalam Pasal 15, 16, 17 dan 18 akan berlaku terhadap imbalan
dan pensiun yang berkenaan dengan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha
yang dijalankan oleh suatu Negara Pihak pada Perselujuan atau bagian ketatanegaraannya
atau pemerintah daerahnya.
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Pasal 20
GURU DAN PENELITI

1. Orang pribadi yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke sualu Negara Pihak
pada Perselujuan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, semala-
mata berlujuan unluk mengajar, atau mengadakan riset ilmiah pada universilas, akademi,
sekolah, alau lembaga pendidikan atau risel serupa lainnya yang merupakan lembaga
yang tidak mencari keuntungan menurut pemerintah Negara lainnya lersebul, atau
berdasarkan program perlukaran kebudayaan resmi, dibebaskan dari pengenaan pajak
selama 2 tahun sejak kedalangan pertama kali di Negara lainnya tersebut atas imbalan
yang diterima dari mengajar dan riset. ' '

2. Ketenluan sebelumnya pada Pasal ini berlaku juga untuk orang pribadi yang
melakukan riset dalam rangka bea siswa yang diberikan oleh pemeriniah, lembaga
keagamaan, sosial, ilmiah, organisasi pendidikan aldu kepustakaan, apabila bea siswa
tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak. -

Pasal 21
SISWA

Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa alau pemagang yang merupakan
penduduk alau segera sebelum mengunjungi suatu Negara Pihak pada Perselujuan
merupakan penduduk suatu Negara Pihak lainnyd pada Persetujuan-dan berada di Negara
yang disebutkan perlama semata-mata uniuk mengikuti pendidikan atau latihan, yang
diterima semala-mala unluk keperiuan hidup, pendidikan alau latihan tidak dikenakan pajak
di Negara yang disebutkan pertama, sepanjang pembayaran-pembayaran lersebut berasal
dari sumber di luar Negara tersebul.

Pasal 22
PENGHASILAN LAINNYA

1. Jenis-jenis penghasitan penduduk sualu Negara Pihak pada Persetujuan, dari mana
pun asalnya, yang lidak diatur dalam Pasal-Pasél sebelumnya dari Persetujuan ini, selain
penghasitan dari lotere dan hadiah hanya dikenakan pajak di Negara tersebut.

2. Kelentuan-kelentuan dalam ayat 1) dari Pasa! ini tidak berlaku lerhadap penghasitan
dari harta tidak bergerak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 dari Persetujuan ini,
jika penerima penghasilan lersebut, yang merupakan penduduk Negara Pihak pada
Perselujuan, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu
bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak
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lainnya lersebul melalui lempal usaha telap yang berada di sana, dan hak atau harla yang
menghasilkan penghasilan lersebut mempunyai hubungan efeklif dengan bentuk usaha tetap
atau tempat usaha telap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya,
kelenluan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 14 akan berlaku.

Pasal 23
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

1. Dalam hal Portugal, pengenaan pajak berganda akan dihindarkan dengan cara-cara
berikul: ™

a) Apabila penduduk Porlugal memperoleh penghasilan, yang menurut ketentuan
dalam Perselujuan ini dapat dikenakan pajak di Indonesia, maka Porlugal akan
memberikan pengurangan dari pajak penghasilan yang dikenakan terhadap
penduduk tersebul sejumlah pajak penghasilan yang dibayarkan di Indonesia.
Namun demikian, jumlah pengtrangan tersebut tidak boleh melebihi bagian
pajak penghasilan, yang dihitung sebelum pengurangan tersebul diberikan, alas
penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia;

Apabila menurut ketenluan-ketentuan dalam Persetujuan ini penghasilan yang
diperoleh penduduk Portugal merupakan penghasilan yang dibebaskan dari
pengenaan pajak di Porlugal,. Portugal lelap dapat memperhilungkan
penghasilan bebas pajak tersebut ,gjalam menghilung jumlah pajak atas
penghasilan lainnya dari penduduk tersebut.

2. Dalam hal Indonesia, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari
Portugal, maka berdasarkan kelentuan-ketentuan. dalam Persetujuan ini pajak
penghasilan yang lerutang di Portugal tersebut dapal dikreditkan terhadap pajak Indonesia
yang dikenakan kepada penduduk lersebul. Namun demikian, jumlah kredil pajak tersebul
lidak boleh melebihi jumlah pajak penghasilan yang terutang di Indonesia yang dihitung
sesuai dengan undang-undang dan peraluran perpajakannya.

Pasal 24
NON-DISKRIMINASI

1. Warganegar% dari sualu Negara Pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan
pajak atau kewajiban apapun sehubungan dengan pengenaan pajak di Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan; yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan
pajak dan kewajiban-kewajiban pihak, yang dikenakan atau dapal dikenakan terhadap
warganegara dari Negara Pihak lainnya pada Persetujuan dalam keadaan yang sama.
Menyimpang dari ketenluan dalam Pasal 1, ketentuan ini akan diterapkan juga terhadap
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- ; orang-orang yang bukan merupakan penduduk dari salu alau kedua Negara Pihak pada

: Persetujuan. .
! ) ;
- 2. Pengenaan pajak alas benluk usaha lelap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari
Negara Pihak pada Persetujuan di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan, lidak boleh ;
dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan
‘ pajak alas perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegialan-kegialan yang sama di "

Negara Pihak lainnya ilu. Ketentuan ini lidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan sualu .
Negara Pihak pada Persetujuan unluk memberikan kepada penduduk Negara Pihak
lainnya pada Persetujuan sualu polongan pribadi, keringanan-keringanan dan
pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil
atau langgung jawab keluarga seperli yang diberikan kepada éenduduknya sendiri.

. 3. Kecuali ketentuan-kelentuan Pasal 9 ayal 1, Pasal 11 ayal 7 atau Pasal 12 ayat 6

' berlaku, bunga, royalti dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan
dari Negara Pihak pada Perselujuan kepada penduduk Negara Pihak lainnya pada

* Perselujuan dalam menenlukan laba yang dikenakan pajak atas suatu perusahaan akan
dapal dikurangkan dalam kondisi yang sama apabila hal itu dibayarkan kepada penduduk
dari Negara yang disebut pertama.

. ) 4, Perusahaan di suatu Negara Pihak pada Persetujuan, yang modalnya sebagian atau
seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung alau tidak langsung oleh salu alau lebih
’ ' penduduk dari Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, tidak akan dikenakan pajak atau .

kewajiban apapun yang berkailan dengan pengenaén pajak di Negara yang disebut pertama

- yang berlainan atau lebih memberalkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban
dimaksud yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan'Iainnya
yang serupa di Negara yang disebut pertama.

TR EN

5. Yang dimaksud dengan islilah “perpajakan” dalam Pasal ini adalah pajak-pajak
sebagaimana dimaksud dalam Perselujuan ini.

) 1 . Pasal 25
: TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

-t AA LY

1. Apabila seseorang alau sualu badan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah
salu alau kedua Negara Pihak pada Persetujua'n mengakibatkan atau akan
mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas
dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional dari masing- ’
masing Negara, maka ia dapat fnengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang
di Negara Pihak pada Persetujuan di mana ia berkedudukan, atau apabila masalah yang
limbul menyangkut Pasal 24 ayat 1 kepada pejabal yang berwenang di Negara Pihak
pada Persetujuan dimana ia menjadi penduduk. Masalah tersebut harus diajukan dalam

LA
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waktu dua lahun sejak pemberilahuan perlama dari lindakan yang mengakibatkan
pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini,

2 Pejabal-pejabal yang berwenang harus berusaha apabila keberatan yang diajukan
itu cukup beralasan unltuk diselesaikan dan tidak dapatl dilemukan suatu penyelesaian
yang memuaskan, uniuk menyelesaikan masalah ilu melalui perselujuan bersama dengan
pejabal yang berwenang dari Negara Pihak lainnya pada Perselujuan, dengan lujuan
untuk menghindarkan pengenaan pajak yang lidak sesuai dengan Perselujuan ini.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Perselujuan

melalui sualu perselujuan bersama harus berusaha untuk menyelesaikan seliap kesulitan

atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan inl. Mereka
dapal juga berkonsuitasi bersama untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal
tidak diatur dalam Persetujuan,

4, Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Perselujuan dapat
berhubungan langsung satu sama lain atau melalui join komisi yang terdiri dari mereka
atau perwakilannya untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat
sebelumnya, .

Pasal 26 _
PERTUKARAN INEORMASI :

1. Pejabat-pejabal yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Perselujuan dapat
melakukan tukar menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-
kelentuan dalam Persetujuan ini atau unluk melaksanakan undang-undang nasional
Negara Pihak pada Persetujuan mengenai pa}'ak-pajak yang dicakup dalam Perselujuan,
sepanjang pengenaan pajak menurul undang-undang nasional Negara yang bersangkulan
lidak berlentangan dengan Perselujuan ini, khususnya untuk mencegah lerjadinya
penggelapan atau penyelundupan pajak. Seliap informasi yang dilerima oleh Negara
Pihak pada Perselujuan harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperli
apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan nasional Negara
lersebut. Meskipun demikian, jika informasi tersebut dianggap rahasia di negara asalnya,
maka informasi lersebul hanya dapal diungkapkan kepada seseorang atau badan alau
pejabat-pejabat  (termasuk  pengadilan dan badan-badan administralif) yang
berkepenlingan dalam penetapan atau penagihan pajak, pelaksanaan undang-undang
atau penuntutan, alau peneniuan kepulusan mengenai banding berkaitan dengan pajak-
pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Orang alau badan atau para pejabat tersebut
hanya boleh memberikan informasi ilu untuk maksud tersebut di atas, namun demikian
dapat juga mengungkapkan informasi itu dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan
keputusan-keputusan pengadilan.
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2. Bagaimanapun juga Ketenluan-kelentuan ayat 1 sama  sekali lidak dapal
ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan Kepada Negara Pihak pada
Persetujuan kewajiban untuk: -

a) melaksanakan lindakan-lindakan administralil yang berlenlangan dengan
perundang-undangan atau prakiek administrasi yang berlaku di Negara ilu atau
di Negara Pihak lainnya pada Perselujuai,

b) memberikan informasi yang tidek mungkin diperoleh berdasarkan perundang-
undangan atau dalam praklek administrasi yang lazim di Negara tersebut atau
di Negara Pihak lainnya pada Persetujuan; _ \

c) memberikan informasi, yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang
perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian, alau tala cara
perdagangan alau inlormasi lainnya yang pengungkapannya berlenlangan
dengan kebijaksanaan Negara.. '

Pasal 27
PEJABAT-PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Tidak ada sesualu pun dalam Perselujuan ini yang akan mempengaruhi hak-hak
islimewa di bidang fiskal dari para pejabat diplomatik atau pejabal konsuler sebagaimana
dialur dalam peraluran umum dari hukum internasional maupun dalam kelentuan-keteniuan
dalam persetujuan-perselujuan khusus,

_ Pasal 28
BERLAKUNYA PERSETUJUAN

1. Perselujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir saal masing-masing
Pemerintah memberitahu secara tertulis bahwa formalitas yang disyaratkan secara
konstitusional pada masing-masing Negara lelah dipenuhi.

2. Kelentuan-ketenluan dari Perselujuan ini akan beriaku:

a) diPorlugal: -

(i) ._terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, di mana
keadaan yang menimbulkan pajak tersebut terjadi pada atau setelah
tangga! 1 Januari tahun {akwim berikutnya sesudah berlakunya
Perselujuan ini;

(i) terhadap pajak-pajak lainnya, di mana penghasiian terkait timbul pada
tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini.
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b)

Pers
pada Perse
berlakunya

pemberitahuan teriulis tentang berakhirnyaPersetujuan pada atau sebelum tanggal 30
Juni suatu tahun takwim selelah jangka waklu lima tahun sejak berlakunya Perselujuan,
Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan tidak berlaku lagi:

a)

b)

SEBAGAlI BUKTI, yang berlandalangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

di Indonesia: ,
terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, untuk
penghasilan yang diperoleh pada alau selelah tanggai 1 Januari tahun
takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan
terhadap pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk tahun-tahun pajak
yang dimulai pada alau selelah tanggal 1 Janvari lahun berikulnya
sesudah tahun berlakunya Perselujuan ini.

Pasal 29
BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

elujuan ini akan telap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak
tujuan. Masing-masing Negara Pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri
Perseiujuan ini, ‘melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan

di Portugal:

terhadap pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, di mana
keadaan yang menimbulkan pajak lersebul terjadi pada alau setelah
langgal 1 Januari (ahun takwim berikutnya sesudah pemberilahuan
penghenlian diberikan;

lerhadap pajak-pajak lainnya, di mana penghasilan terkait timbul pada
tahun pajak vang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari {ahun
‘berikutnya sesudah pemberiiéhuan penghentian diberikan.

di Indonesia:

(iy terhadap pajak-pajak yang dipungul di Negara sumbernya, untuk
penghasilan yang diperoleh pada alau setelah tanggal 1 Januari tahun
takwim berikulnya sesudah pemberilahuan penghentian diberikan;,

(i) terhadap pajak-pajak penghasilan lainnya, untuk {ahun-lahun pajak
yang dimulai pada alau selelah tanggal 1 Januari tahun berikulnya
gesudah pemberilahuan perghenlian diberikan.
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DIBUAT dalam rangkap dua di Lisabon pada langgal 9 Juli 2003 dalam bahasa Indonesia,
Portugis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekvatan hukum yang sama. Dalam hal
terjadi perbedaan dalam penafsiran alau penerapan Perselujuan ini, naskah dalam

bahasa Inggris akan berfaku.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK PORTUGAL

il 1

(o baned.

N. HASSAN WIRAJUDA - ANTONIO MARTINS DA CRUZ
Menleri Luar Negeri Menteri Luar Negeri
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PROTOKOL

Pada saat penandatanganan Perselujuan untuk Penghindaran Pajak Berganda
dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak alas Penghasilan 3
antara Republik Porlugal dan Republik Indonesia, para penandatangan lelah sepakat ‘
bahwa kelenluan-kelenluan yang berikul merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari ¢
Persetujuan ini:
Ad. Pasal 5 ayat 2 {i)

Untuk kepentingan Pasal 5 ayal 2 i), kegiatan-kegiatan yang dimaksud harus
ditakukan di Negara Pihak Lainnya pada Perselujuan uniuk jangka waklu yang jumiahnya 4
melebihi 30 hari dalam jangka wakiu 12 bulan, dan akan dianggap tidak mencakup: ;

(a) salu atau gabungan kegialan-kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4. .

(b) jasa derek alau jangkar oleh kapal laut yang didesain lerutama untuk tujuan ‘

tersebul dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh kapal iaut ;

lersebut. i

() pengangkulan barang alau penumpang dengan kapal laul atau pesawal ‘

udara dalam jalur lalu lintas internasional. i

o >

Ad.Pasal 5 ayat 4 :
' A

Difahami bahwa kelentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 a dan b tidak herujuk ;
pada pengangkutan yang menyertai kegialan penjualan, ,
Ad. Pasal 22 '

Istifah "hadiah" berarti setiap bentuk imbalan yang diterima dalam rangka kompetisi ,
selain yang dimaksud dalam Pasal 17. ’
SEBAGAl BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintahnya masing-masing, telah menandalangani Protokol ini. H
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DIBUAT dalam rangkap dua di Lisabon pada tanggal 9 Juli 2003, dalam bahasa
indonesta, Porlugis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal lerjadi perbedaan dalam penalsiran alau penerapan Persetujuan ini, naskah

dalam bahasa Inggris akan berlaku.
UNTUK REPUBLIK PORTUGAL
ENH
N. HASSAN WIRAJUDA ANTONIO MARTINS DA CRUZ
Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri

UNTUK REPUBLIK INDONESIA
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